
BAB I 

PENDAHULUAN 

Korupsi sekarang maupun masa yang akan datang tetap merupakan ancaman 

yang scrius yang dapat mcmbahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa 

pada wnumnya, dan pada khususnyu bangsa Indonesia sehingga korupsi sudah 

seharusn) a mcrupakan kcjahatan tcrhadap kel>l!jahtcroan bang:;a dan Negara. 

Strategi politik hukum pidana yang bcrsifal awal sungguh sangat unik karena 

pertama kali ditetapkan dalam keadaan perang, yaitu melalui Peraturan Penguasa 

Perang Pusat Angkatan Oarat Nomor (P4 AD) Pn/PERPU/013/1985 tentang 

Pengusutan. Penuntutan dan Pemeriksuan Perbua1an Korupsi Pidana dan Pemilikan 

llarta Bend:i, dimuat dalam Berita Negara Nomor 40 tahun 1985 tanggal 16 April 

1958. 

Peruturan }ang mcnjadi da!>.lf bagi pembcrantasan tindak pidana korupsi 

sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah UU No. 25 Perpu Tahun 1960 tentang 

Pengusutan, Penuntutan dan Pemcriksa.1n Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan

kctentuan dalam Undang-llndang tcrsebut bcrhubungan dengan perkernbangan 

masyarakaL khususnya d:1lam rangka penyelamutru1 keuangan dan perekonomian 

Kota Medan untuk terlaksananya program pembangunan Nasional, lemyata kurang 

mencukupi untuk dapat rncncapai yang diharapkan, hingga p�rlu diganli dengan 

Lindang-Undang baru tenlang pembcrantasan k orupsi yang meliputi kctentuan

ketentu.:in tcntang pengusustan dan pemeriks:ian dan tindak pidana. 
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lkngan P•'nm1u�.111 1i11daJ.. p1dana dalam Undang-vnd;rng Nomur 24 Perpu 

tahun 1960. b;111)ak pcrbu.:itan-p.:rbuatan yang merugiJ..an keuangan dan 

perekonomian Kota Medan pel;iksanaan pcmbangunan Nasio11al, yang pcrasaan 

peradilan masyaraka1 luas harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena 

perumusan ter.;ebut mru,·yarakat bagi tindak pidana korupsi. adanya suatu kejabatan 

ulau pclanggaran yang dilakukan olch orang yang bersnngkutan. Dalam kenyatann 

banyak perbuatan-perbuatan yang mcrugikan keuangan dan pcrekonomian Kota 

1'1edi1J1. tiJak scla111:1nya didahului ot..:h sualu kcjahatan Jiau pelanggaran. Perbuatan· 

perbuatan terscbut sesungguhnya bcrsifot koruptif tidak dapat dipidana erdasarkan 

l l ndang·U ndang Nomor 24 tahun 1960. okh kurena tidak temiasuk dalam perumusan 

1111dak ridana l.orupsi mcnurut Undn11g-Undang 1crsebut. 

lintuk mcncakup perbuatan·perbual!ln semacam itu rumusan tindak pidana 

korupsi dimmuskan scdemikian rupa, schingga perbuatan-perbuatan mempcrkaya diri 

atau orang lain atau suatu badan dilal-uknn secara ''MELA WAN HUKUM" yang 

:.ecar.i langsung atau tidak langsung dapat mcrugikan kcuangan kota Medan dan 

pcrekonomian Kota Medlln. Dcngan mengemukakan samna "melawan hukum", yang 

mengandung pengcrtian form ii mnupun materil, maim dimaksudkan agar supaya lebih 

mudah mcmperold1 pemhuktia.n tcntnng pcrbuatan yang dnpat dihukum, yaitu 

�mempcrk:1ya diri scndiri atau orang lain atau suatu badnn", daripa.dll memenuhi 

kctcntu.:in untuk mcmbuktikan lcbih dahulu nJanya kejahatan/pelanggaran seperti 

disya.rntknn olch Undang·llndang Nomor 24 Pcrpu tahun 1960. 

:>:amun keunikan ini. tampak controversial dimana selnma kurun waktu di 

Kota .\fodan yang si:makin meningkut dnn meluas tanpa pcrlawanan yang berani 
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